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| Menanti Kabinet Prabowo |

INDONESIA negara besar. Mau
tidak mau perlu diurus kabinet pe-
merintahan yang ‘gemuk’, dengan
koalisi yang besar. Pernyataan
presiden terpilih Prabowo Subianto
di BNI Daily Investor JCC Senayan
pekan lalu, adalah sinyal. Bahkan
mungkin tidak sekadar sinyal. Na-
mun sekaligus menjawab pertanya-
an, bila kabinet mendatang akan
merupakan kabinet yang gemuk.

Persoalan koalisi yang besar ini
tampaknya akan menjadi tantangan
pertama bagi Prabowo Subianto.
Dan ini bukan persoalan sederhana
dan mudah bagi Prabowo. Meski di
JCC Senayan, presiden terpilih su-
dah mengingatkan dirinya ingin
membentuk pemerintahan persatu-
an nasional yang kuat, sehingga
perlu koalisi besar. “Nanti akan dibi-
lang : Kabinet Prabowo kabinet
gemuk. Ya negara Kkita besar
Bung.....”

Hari-hari terakhir menjelang peral-
ihan kekuasaan, perbincangan soal
kabinet terus menggelinding. Selain
mempersoalkan apakah kabinet
yang gemuk, gemoy atau zaken
cabinet, bocoran mengenai nomen-
klatur kementrian dan siapa yang
akan memegang jabatan, hampir
setiap hari beredar di media sosial.
Namanya juga bocoran, semua
menampilkan versi masing-masing.
Tidak ada yang sama antara satu
dengan lainnya.

Soal gemuk, kini hampir pasti.
Apalagi sebelum pengambilan
sumpah DPR periode 2024-2029,
DPR RI periode lalu telah men-
sahkan RUU tentang Kementrian
Negara dalam Rapat Paripurna 19
September 2024. Dan salah satu
klausul yang diubah adalah kemen-
trian yang dapat dibentuk presiden
yang akan datang. Dalam pasal 15
UU No 39/2008 disebutkan, jumlah
kementrian yang dapat dibentuk
presiden maksimal 34. Namun da-
lam ketentuan baru, pasal 15 tidak
lagi membatasi presiden dalam
membentuk kementrian yang diper-
lukan untuk menyelenggarakan pe-
merintahan,

Prediksinya akan ada sekitar 40
kementrian. Bahkan sebagaimana
dikutip harian ini dari LKBN Antara
yang mendapat dokumen yang
berisi gambaran nomenklatur mitra
AKD. Diprediksi terdapat 44 — 46 ke-

mentrian dalam kabinet tersebut.
Kementrian yang ada ingin meng-
optimalkan fungsi agar bermanfaat
bagi rakyat. Kini, DPR Rl juga masih
berkoordinasi dengan calon peme-
rintah yang baru. Tentu untuk me-
nyesuaikan jumlah komisi di DPR
RI. (KR,12/10).

Kita memang harus sabar me-
nunggu kabinet Presiden Prabowo.
Ada yang menyebut akan diumum-
kan pascapelantikan presiden, 20
Oktober 2024. Bisa jadi pada hari
yang sama, bisa juga keesokan
harinya 21 Oktober 2024.

Masih ada waktu seminggu.
Dalam dunia politik yang kadang
disebut esuk dhele sore tempe,
banyak hal bisa dilakukan. Bongkar
pasang bisa dilakukan Prabowo da-
lam menyusun kabinet sekarang ini.
Karena pembentukan kabinet
adalah hak prerogative. Hak istime-
wa yang dimiliki kepala negara se-
bagai presiden dalam lingkup
kekuasaan pemerintahan. Hak ini
diberikan  Konstitusi,  bersifat
mandiri, mutlak dan istimewa.
Sekalipun dalam sebuah wawan-
cara televisi wakil presiden terpilih
Gibran Rakabuming menyebutkan
bila dirinya juga terlibat dan ada ma-
sukan dari Presiden Jokowi.

Meski memperhatikan koalisi
yang mendukungnya mencapai kur-
si RI-1, Prabowo juga harus melihat
tantangan ke depan. Harapan pu-
blik perlu lebih banyak diisi profes-
sional, tidak asal dilontarkan.

Tantangan dalam lompatan pel-
bagai hal, semakin banyak terjadi.
Bukan hanya di dalam negeri na-
mun juga terkait kesinambungan
serta keterkaitan kehidupan global.
Pemerintah baru harus melakukan
sesuatu, menyiapkan Indonesia
Maju. Jangka pendek, menyiapkan
Indonesia memasuki Indonesia
Emas dengan bonus demografi
yang harus dikelola dengan baik.

Tidak dapat tidak, suka tidak su-
ka, tantangan tersebut, memer-
lukan sosok professional, yang
amanah, mampu dan mau bekerja
keras untuk kesejahteraan rakyat,
kemajuan bangsa dan negara.
Silakan menjadi gemuk, lebih dari
40 kementrian. Namun perlu diim-
bangi memilih dengan tepat person
behind the gun, sosok yang memiliki
track record baik di bidangnya. O-f
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Serangan Balasan Iran ke Israel

IRAN membuka bulan Oktober
2024 dengan meluncurkan sekitar 180
rudal ke Israel. Aksi Iran ini
mematahkan banyak cuitan di media
sosial yang mengatakan bahwa Iran
tidak akan berani menyerang Israel
dan serapah Iran hanya bualan bela-
ka.

Dari segi politik dan militer, ada
beragam kemungkinan mengapa Iran
memutuskan untuk membalas Israel,
seperti balas dendam atas terbunuh-
nya pimpinan Hamas dan Hizbullah,
memperlambat pergerakan Israel di
Lebanon, dan strategi Iran untuk
menahan musuh melalui serangan
jarak jauh (Pilkington, 2024). Saya di
sini tidak hendak melihat
perang Iran-Israel dari sisi ini
melainkan dari aspek tradisi
keberislaman di Iran yang
berbeda dari negara-negara
berpenduduk mayoritas mus-
lim lainnya.

Iran adalah negara yang ma-
yoritas penduduknya beragama
Islam Syiah dengan model pe-
merintahan berbasis wilayat al-
fagih di mana pemimpin ter-
tinggi memegang otoritas ter-
hadap agama dan politik. Model
pemerintahan Iran berkelindan
dengan Revolusi 1979 yang di-
tandai dengan penggulingan
monarki, pembentukan sistem
politik teokrasi-republik, dan
penentangan terhadap penga-
ruh Barat (Nasr, 2007).

Revolusi 1979, dari segi ide-
ologi, melahirkan dua hal yang
secara diskursif masih dijaga hingga
sekarang: cara berpikir revolusioner
dan sentimen terhadap Barat. Dua hal
ini membuat pemerintahan Iran se-
lalu di bawah kecurigaan terhadap
apa pun yang didukung oleh Barat,
termasuk proyek Islam Moderat. Di
samping resistan dengan sekularisme
Barat, para pimpinan Iran meyakini
bahwa “moderasi Islam” yang gencar
dipromosikan oleh negara-negara ma-
yoritas Sunni ini merupakan upaya
untuk memupus elan revolusioner dan
kedaulatan Iran.

Meski demikian, dalam internal pe-
merintah Iran sendiri, banyak kala-
ngan berbeda pendapat. Ada beberapa
faksi dan pemikir Iran menyuarakan

Muhammad Saifullah

pendekatan terhadap Islam yang lebih
lentur. Salah satunya adalah mantan
Presiden Iran, Mohammad Khatami,
yang mempromosikan pemerintahan
demokratis, Islam moderat, dan kebe-
basan individu. Hanya saja, mereka
mengoperasikannya dalam batas ide-
ologis yang telah ditetapkan oleh
Pemerintah (Keddie, 2006).

Asef Bayat (2013) tampak kurang
yakin ketika berbicara Post-Islamisme
di Iran karena adanya perbedaan pan-
dangan di atas, khususnya terkait per-
gerakan anak muda dengan gap kul-
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turnya pada satu sisi dan trayek poli-
tik serta tradisi keilmuannya yang
unik pada sisi lainnya. Alih-alih meli-
hatnya sebagai murni fenomena poli-
tik, Bayat memilih istilah discurcive
shift untuk menyebut Post-Islamisme
di Iran, yang menurut saya ini meru-
pakan eufemisme dari kondisi yang
akan terus menjadi proses.

Moderasi Islam di Iran

Iran memiliki tradisi keberislaman
yang distingtif dibanding negara-ne-
gara Sunni. Posisinya sebagai negara
mayoritas Syiah yang memiliki trayek
kesejarahannya sendiri di luar Sunni
dan dibentuknya wilayat al-faqih
yang memiliki kendali penuh ter-
hadap wacana keagamaan dan politik

merupakan faktor mengapa itu bisa
terjadi.

Di Iran, yang memiliki otoritas un-
tuk menafsirkan Alquran dan meng-
gunakannya sebagai instrumen politik
adalah orang-orang khusus. Dalam
situasi seperti ini, penyebaran wacana
keberagamaan rentan dimonopoli.
Akibatnya narasi Islam moderat—
yang di negara mayoritas Sunni seper-
ti Arab Saudi dan Indonesia diglori-
fikasi melalui reinterpretasi ayat-ayat
perang—di Iran terganjal.

Kendati begitu, terlepas dari adanya
sentimen Post-Islamisme kalangan
muda—mengetahui Iran telah sejak
lama bersitegang dengan Israel—kon-
disi di atas adalah yang paling
masuk akal bagi Iran.
Sederhana, bagaimana Iran bisa
tetap mempertahankan
kedaulatannya sebagai suatu
negara bila untuk membalas se-
rangan ke Israel saja, ia harus
mempertimbangkan pentingnya
moderasi beragama.

Artinya, di luar pembalasan
dendam dan pertimbangan ke-
unggulan militer Iran di bidang
serangan jarak jauh, ada aspek
lain yang menjadikan Iran be-
rani membalas serangan Israel
dan akan tetap melakukannya,
yaitu karena Iran semacam
imun terhadap narasi Islam
moderat. Dari kacamata ini,
rasanya sulit untuk berharap
agar Arab Saudi turut masuk ke
gelanggang dan dalam konteks
Palestina, moderasi Islam bukan
tidak relevan melainkan omong
kosong. O-f

*) Muhammad Saifullah, dosen
Fakultas Ushuluddin Institut Ilmu Al-
Quran (IIQ) An Nur Yogyakarta.

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih
partisipasinya dalam menulis dan me-
ngirimkan artikel untuk SKH Ke-
daulatan Rakyat. Selanjutnya redaksi
hanya menerima tulisan lewat email :
opinikr@gmail.com dengan panjang
tulisan antara 550 - 600 kata, dengan
mengisi subjek mengenai isu yang di-
tulis serta jangan lupa menampilkan fo-
tocopy identitas. Terimakasih.

Kaukus Parlemen Stop Darurat Sampah

PELANTIKAN para anggota
DPRD provinsi dan kabupaten/kota
2024-2029 di Daerah Istimewa
Yogyakarta membawa harapan bahwa
isu sampah akan menjadi agenda su-
per prioritas. Sebab hingga Kkini,
masalah sampah senantiasa terpental
dari agenda politik. Darurat sampah
berulang kali terjadi, berulang kali pu-
la isu ini hanya sanggup berputar di
ranah perbincangan publik.

Pengelolaan sampah memang sudah
tercantum di dokumen penting peme-
rintah, seperti rencana pembangunan
jangka panjang dan menengah serta
kajian lingkungan hidup strategis.
Sayangnya, isu ini belum berhasil ma-
suk daftar prioritas utama pembuat
kebijakan.

Mengakhiri paceklik politik terkait
penanganan sampah jelas berat.
Tetapi, menyelesaikan masalah sam-
pah dan meraih kursi legislatif sebe-
narnya serupa walau tak identik: ke-
duanya memerlukan komunikasi,
pengorganisasian, negosiasi, dan kom-
promi demi tujuan bersama. Artinya,
para legislator terpilih memiliki ke-
cakapan politik memadai untuk
mengatasi masalah kronis persampa-
han.

Pembelajaran Kebijakan

DPRD dapat mengoptimalkan pe-
rannya dalam menangani masalah
sampah dengan menjadikan perspek-
tif pembelajaran kebijakan, policy
learning (Purwo Santoso, 2024) seba-
gai pintu masuk, fondasi, dan metode
perubahan kebijakan.

Melalui proses pembelajaran, berba-
gai elemen pembuat kebijakan, seperti
anggota DPRD, pimpinan eksekutif/-
birokrasi daerah (Heclo, 1974), koalisi
peduli sampah lintas elemen (Saba-
tier, 1988), dan jaringan pakar/profe-
sional persampahan (Haas, 1992), da-
pat berbagi wawasan guna memba-
ngun visi, pemahaman, hingga ide-ide
problematisasi masalah dan solusi
sampah secara bersama-sama.

Mengapa pembelajaran kebijakan?

Pertama, kita mengakui bahwa per-
saingan dan pertarungan antarke-
pentingan tak terhindarkan dalam
politik. Namun, esensi lain dari politik
adalah mendengarkan (Stoker, 2006),
Dengan mendengarkan, berbagai pi-
hak dapat saling belajar untuk mem-
problematisasi isu sampah dan so-
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lusinya (Bacchi, 2009).

Platform pembelajaran kebijakan,
dengan demikian, menguatkan sema-
ngat politik positive-sum game
(menang bersama) dan menekan
syahwat zero-sum game (agar satu pi-
hak menang, pihak lainnya harus
kalah).

Kedua, nalar pembelajaran penting
untuk menyemai, mensosialisasikan,
dan mengonsolidasikan gagasan kebi-
jakan baru. Selama ini, pembuat kebi-
jakan umumnya memahami masalah
sampah dan urgensi penyelesaiannya,
tetapi tak berani beraksi lebih jauh.

Lensanya serba defisit: terserap
meratapi keterbatasan regulasi,
anggaran, akses teknologi, dan seba-
gainya. Karenanya, nalar pembela-
jaran bisa memfasilitasi tumbuhnya
perspektif yang lebih optimis, dengan
fokus pada aset potensi dan kapasitas
(Green & Haines, 2007).

Kaukus Parlemen

Pembentukan kaukus parlemen
“Stop Darurat Sampah” layak diper-
timbangkan sebagai motor utama
pembelajaran, berkolaborasi dengan
gugus tugas di eksekutif dan masyara-
kat yang secara simultan juga diben-
tuk. Anggota kaukus DPRD, terdiri
dari legislator lintas partai yang
berkomitmen menyelesaikan masalah
sampah, akan bekerja sama

tasi yang efektif.

Dengan pembelajaran sebagai
metode perubahan, koalisi besar de-
ngan kaukus sebagai poros politik
akan memiliki kapasitas lebih besar
untuk merumuskan dan mengubah
kebijakan. Proses dimulai dengan
mengubah cara pandang kebijakan
sampah (policy image) dari status quo
(perubahan itu mustahil) ke yang
lebih optimis dan transformatif.

Merujuk pada dalil gagasan
(ideational), mati surinya politik dan
kebijakan (policy stasis) yang berpihak
pada reformasi pengelolaan sampah
sebenarnya dipertahankan oleh pen-
gawetan wacana bahwa sekat sek-
toral, ego kepentingan, ketiadaan
teknologi, dan rendahnya kapasitas
fiskal daerah menghalangi inovasi
(Hope & Raudla, 2012).

Dengan demikian, ketika cara pan-
dang transformatif tersebut dapat di-
terima secara kolektif oleh pembuat
kebijakan dan masyarakat di berbagai
arena pembuatan kebijakan (policy
venues) baik formal maupun informal
(Baumgartner & Jones, 2009), maka
solusi drastis dan perubahan sistemik
dalam tata kelola sampah dapat ter-
wujud. O-f

*) Ashari Cahyo Edi, SIP, MPA,

MA, Dosen Politik & Pemerintahan,

FISIPOL UGM, Studi S3 Ilmu Politik,
di State University of New York,

untuk mencapai konsensus in-
ternal.

Gugus tugas dari eksekutif
dan masyarakat berisi para
policy entrepreneurs (Kingdon,
1984/2011), orang-orang yang
selama ini merintis praktik
dan mengkaji masalah-solusi
persampahan dari komunitas,

birokrasi, akademisi, perusa- | pengaruh dunia 2025
haan, LSM, dan organisasi -- Selamat! Pengakuan dunia kare-
masyarakat. na kiprahnva

Kaukus parlemen sebagai p ¥y -

jangkar politik koalisi di legis-
latif amat strategis karena
DPRD memiliki fungsi pem-
bentukan perda, anggaran,
dan pengawasan, hingga hak
interpelasi dan menyatakan
pendapat, yang dapat men-
dorong perubahan kebijakan
serta memastikan implemen-

PSIM kembali ke jalur kemenangan
-- Selamat! Raih kemenangan demi
kemenangan ....

Haedar Nashir masuk 500 Muslim ber-

Kota Magelang terima penghargaan
BPJS

-- Selamat! Terus berikan jaminan
buat warganya
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